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ABSTRAK

Perbankan Syariah adalah salah satu industri yang saat ini berkembang di
Indonesia. Sebelum adanya Bank Syariah Indonesia (BSI), industri perbankan
syariah didominasi oleh 3 bank besar BUMN yakni Bank Mandiri Syariah, BNI
Syariah, dan BRI Syariah. Setelah 3 bank besar tersebut merger menjadi BSI,
bank tersebut mengalami peningkatan aset dan pangsa pasar yang cukup
signifikan. Sehingga perlu dikaji apakah merger tersebut masih dalam batas wajar
atau tidak menurut hukum positif dan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif atau dapat juga
disebut dengan penelitian hukum normatif. Metode tersebut dirangkum dengan
mengkaji peraturan dan doktrin terkait Hukum Persaingan Usaha Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut CR4 Indeks, dampak
penggabungan BSI terhadap konsentrasi pasar dalam industri perbankan syariah
adalah sebesar 57,93%. Pasar tersebut tergolong sebagai pasar oligopoli longgar.
Artinya pasar ini masih bisa dikatakan sebagai pasar kompetitif di tingkat
menengah, akan tetapi masih perlu untuk tetap diwaspadai karena strukturnya
sudah mengarah pada oligopoli ketat. Kemudian berdasarkan unsur unsur Pasal 17
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merger BSI tidak bisa digolongkan
sebagai suatu praktek yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, karena
masih dalam ketentuan batas wajar karena penguasaan pasarnya ada di bawah
50%. Akan tetapi tetap harus diwaspadai karena pangsa pasar BSI telah mencapai
44,06%. Selain itu menurut Hukum Islam, Akad Tijarah merupakan dasar dari
pembiayaan Bank Syariah yang kemudian pendapatan dari akad tersebut
diakumulasi dan diikhtisarkan melalui PYD. Dalam hal merger yang dilakukan
oleh 3 bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, terdapat
peningkatan PYD yang cukup signifikan. Sehingga berdampak pada peningkatan
pangsa pasar Bank Syariah Indonesia. Namun pangsa pasar yang didasarkan pada
PYD tersebut masih bisa dikatakan wajar karena di bawah 50%. Maka hal tersebut
tidak mempengaruhi persaingan pada industri perbankan syariah.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Perbankan Syariah, Merger, Bank Syariah
Indonesia
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ABSTRACT

Sharia banking is one of the industries currently developing in Indonesia.
Before the existence of Bank Syariah Indonesia (BSI), the sharia banking industry
was dominated by 3 large state-owned banks, namely Bank Mandiri Syariah, BNI
Syariah, and BRI Syariah. After the 3 large banks merged into BSI, the bank
experienced a significant increase in assets and market share. So it is necessary to
study whether the merger is still within reasonable limits or not according to
positive law and Islamic law.

This type of research is juridical-normative research or can also be
called normative legal research. This method is summarized by reviewing
regulations and doctrines related to Indonesian Business Competition Law.

The research results show that according to the CR4 Index, the impact
of the BSI merger on market concentration in the sharia banking industry is
57.93%. This market is classified as a loose oligopoly market. This means that
this market can still be said to be a competitive market at the middle level, but we
still need to be careful because the structure has led to a tight oligopoly. Then,
based on the elements of Article 17 of Law Number 5 of 1999, the BSI merger
cannot be classified as a practice prohibited by the Anti-Monopoly Law, because
it is still within the reasonable limits because its market control is below 50%.
However, you still have to be careful because BSI's market share has reached
44.06%. Apart from that, according to Islamic law, The Tijarah contract is the
basis for Sharia Bank financing and then the income from the contract is
accumulated and summarized through PYD. In the case of the merger carried out
by 3 state-owned sharia banks to become Bank Syariah Indonesia, there was a
significant increase in PYD. So this has an impact on increasing the market share
of Bank Syariah Indonesia. However, the market share based on PYD can still be
said to be reasonable because it is below 50%. So this does not affect competition
in the sharia banking industry.

Keywords: Business Competition, Sharia Banking, Mergers, Indonesian Sharia
Bank
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MOTTO

ك لغير يكون ما عمره نصيبك من إذاالشى

Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, sampai kapanpun tidak akan pernah
menjadi milik orang lain
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ق Qâf Q Qi

ك Kâf K Ka

ل Lâm L El

م Mîm M Em

ن Nûn N En

و Wâwû W We

ه hâ’ H Ha

ء Hamzah ’ Apostrof

ي yâ’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نلزللّل Ditulis Nazzala

بهِِنّل Ditulis Bihinna
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1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكمٌلةْ Ditulis Hikmah

عِلّلة Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh
maka ditulis dengan h.

ْْ رلاملةْاللألولِْيلا ك�ل Ditulis Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbuţah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau h.
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E. Vokal Panjang

1
Fathah + alif

فللال

Ditulis

Ditulis

Â
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2
Fathah + ya’ mati

تلنْسلى

Ditulis

Ditulis

Â

Tansâ

3 Kasrah + ya’ mati

تلفصِْيلْل
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Ditulis

Î

Tafṣhîl

4
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أصُُولُْ

Ditulis

Ditulis

Û

Uṣûl

F. Vokal Rangkap

1
Fathah + ya’ mati

اللزُّهليلِْيْ

Ditulis

Ditulis

Ai

az-zuhailî

2
Fathah + wawu mati

اللدّلوْللةْ

Ditulis

Ditulis

Au

ad-daulah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dominasi penduduk yang beragama Islam di Indonesia menjadikan negara

indonesia sebagai negara pemeluk agama Islam terbanyak di dunia.

Perkembangan industri perbankan syariah seharusnya bisa digalakkan secara

masif dan ekspansif. Jumlah populasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pasar

strategis untuk perbankan syariah. Adanya perkembangan industri perbankan

syariah tersebut bermula pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai

dengan 1998. Krisis tersebut menelan bank-bank konvensional di Indonesia. Bank

syariah justru tetap berjalan stabil, kejadian ini menjadikan bukti jika salah satu

negara yang mempunyai pasar perbankan yang strategis adalah Indonesia.1

Namun kondisi saat ini tidak sedemikian rupa. Berikut ini adalah data

Market share dari masing-masing Bank Syariah BUMN terhadap Perbankan

Nasional sebelum merger pada tahun 2020, yakni: 1) BNI Syariah sebesar 6,20%2;

2) Bank Syariah Mandiri sebesar 1,31%3; 3) Bank BRI Syariah sebesar 6,30%4.

1 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 24.

2 Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT Bank BNI Syariah,
https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2020-BNIS-ID.pdf

3 Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT. Bank Syariah Mandiri,
https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2020-BSM.pdf

4 Laporan Keuangan Tahunan 2020 PT. Bank BRI Syariah,
https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR-BRIS-2020.pdf
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Oleh karena itulah pada tahun 2021 pemerintah melalui kementerian

BUMN memiliki rencana untuk memperkuat permodalan hingga kelembagaan

bank syariah dengan gagasan untuk dilakukannya merger terhadap bank-bank

syariah menjadi 1 perbankan bank yang dimaksud ialah Bank Mandiri Syariah,

BNI Syariah, BRI Syariah untuk kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia.

Penggabungan atau biasa dikenal merger adalah salah satu perbuatan

hukum yang identik dikerjakan oleh perseroan yang bergabung dengan perseroan

lain. Adapun konsekuensi hukum dari penggabungan tersebut berakibat pada

aktiva dan pasiva perseroan beralih. Kemudian status menjadi bubar perseroan

yang bergabung pada perseroan lain. Hal ini didefinisikan di dalam Pasal 1 Butir 9

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya penggabungan adalah sesuatu yang lumrah terlaksana

pada perseroan terbatas dan hal tersebut sah-sah dilakukan menurut Hukum

Perseroan di Indonesia. Sebab, salah satu tujuan penggabungan adalah

memperkuat permodalan suatu usaha. Merger yang dilakukan oleh Bank Syariah

Indonesia berlandaskan pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, merger perusahaan dapat ditinjau dari

berbagai aspek. Dampak yang ditimbulkan dari adanya merger salah satunya

yakni munculnya isu persaingan usaha di industri perbankan syariah.

Hal ini dikarenakan apabila 2 perseroan atau lebih yang memiliki pangsa

pasar yang besar dan kemudian menggabungkan diri, maka dapat berpotensi

menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Khususnya dapat memperkecil

pangsa pasar dari bank-bank syariah lainnya. Hal tersebut harus
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mempertimbangkan total aset yang bersumber dari tiga bank yang dilebur

menjadikan kapitalisasi pasar BSI termasuk pada 3 Bank Syariah dengan

marketcap terbesar dengan total aset Rp. 214,6 triliun dan cash Rp. 20,4 triliun.5

Kemudian dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan bahwa satu pelaku

usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh

persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu

memungkinkan adanya potensi perilaku anti persaingan jika BSI menguasai

pangsa pasar lebih dari 50% setelah mengalami penggabungan.

Namun perlu diingat bahwasanya aksi korporasi seperti halnya

penggabungan yang dilakukan oleh BSI tidak bisa dilepaskan dari isu persaingan

usaha. Tentunya prosesi merger tersebut harus memiliki kepatuhan terhadap

norma-norma yang terintegrasi pada regulasi yang mengatur terkait persaingan

usaha. Norma tersebut termaktub di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Yakni bahwa penggabungan atau peleburan yang dilakukan oleh

badan usaha atau perseroan bisa dilarang jika masalah tersebut menimbulkan efek

terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau adanya praktik monopoli.

Undang-Undang Anti Monopoli tersebut menghendaki adanya penggabungan

yang dilakukan oleh perseroan, namun dengan batasan-batasan tertentu sesuai

dengan aturan yang berlaku guna mencegah monopoli yang menyebabkan

5 Fika Nurul Ulya, Ini Nama Baru Hasil Merger 3 Bank Syariah BUMN”,
https://pemilu.kompas.com/read/2020/12/11/093636126/ini-nama-baru-hasil-merger-3-bank-syariah-bumn,
diakses pada tanggal 31 Maret 2023 pukul 08.31 WIB.

https://pemilu.kompas.com/read/2020/12/11/093636126/ini-nama-baru-hasil-merger-3-bank-syariah-bumn,
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persaingan usaha yang tidak sehat.

Kemudian PYD diperoleh dari pembiayaan bank, maka dengan adanya

merger secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan PYD bank

setelah merger tersebut, sehingga perlu dilakukan kajian apakah perubahan PYD

setelah bank syariah merger berpengaruh pada persaingan usaha tidak sehat atau

tidak serta perlu adanya tinjauan analisis mengenai batas wajar monopoli terhadap

penggabungan ditinjau dari segi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan

Hukum Ekonomi Islam yang dilangsungkan BSI.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang sudah diutarakan tersebut, maka penulis

membagi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pertumbuhan bank-bank syariah BUMN dan swasta

sebelum dan sesudah penggabungan bank bank syariah BUMN?

2. Bagaimana penggabungan bank-bank syariah BUMN tersebut ditinjau dari

Hukum Persaingan Usaha dan Fiqh Tijarah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui deskripsi pertumbuhan bank-bank syariah BUMN dan swasta

sebelum dan sesudah penggabungan bank bank syariah BUMN.
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Menganalisis penggabungan bank-bank syariah BUMN tersebut ditinjau

dari Hukum Persaingan Usaha dan Fiqh Tijarah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu

memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, yaitu kajian di bidang

Hukum Persaingan Usaha

2. Kegunaan praktik, adapun hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

acuan atau landasan dalam menjawab persoalan mengenai Hukum

Persaingan Usaha di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Agar tidak terjadi pengulangan topik dalam peenelitian yang akan dibahas dan

supaya penelitian yang akan ditulis dapat mencakup pengetahuan terkait

penelitian sejenis atau sebelumnya, maka diperlukan pemaparan mengenai

penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oleh karenanya, penulis akan menelusuri

penelitian sebelumnya yang telah ada, kemudian menempatkan posisi terhadap

penelitian yang akan dikaji. Dibawah ini adalah sebagian penelitian sebelumnya

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu:

Penelitian yang mengkaji tentang Merger Bank Syariah diantaranya

penelitian yang dilakukan oleh Siti Romlah Tentang Merger Bank Syariah

Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Hasil dari penelitian

tersebut menunjukkan bahwa analisis penggabungan BSI yang ada pada industri
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perbankan syariah tidak mengindikasikan adanya praktik monopoli atau perbuatan

yang dapat menimbulkan efek persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar

bersangkutan tersebut sesuai dengan UU Anti Monopoli.6

Kemudian penelitian yang serupa namun dilihat dari analisis

kesehatannya yaitu penelitian milik Rizki Anjarani dan Usman tentang Analisis

Kesehatan Bank Syariah Indonesia Komparasi Sebelum dan Setelah Merger.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jenis penggabungan yang

dilakukan oleh BSI adalah merger horizontal. Jenis penggabungan tersebut

memiliki peluang yang cukup besar terkait keberhasilannya. Di dalam dunia

korporasi, khususnya perbankan, merger bisa memberikan solusi kepada pelaku

usaha untuk meningkatkan kualitas perusahaan, meningkatkan kualitas kinerja,

serta meningkatkan kesehatan bank. Hal ini dilakukan ketika bank-bank syariah

memiliki kesehatan yang kurang memadai, maka penggabungan bisa menjadi

solusi untuk menjawab permasalahan internal kesehatan perbankan tersebut untuk

meningkatkan performanya. Hasilnya adalah, BSI pasca merger menjadi lebih

baik dari pada sebelumnya, karena ketiga bank syariah BUMN tersebut telah

memiliki sinergi BUMN sebagai badan usaha.7

Selaras dengan penelitian tersebut dengan judul Indonesia Sharia Bank

Merger Process Reviewed From Business Competition Laws karya Shahyb

Handyanto, Monita Sri Astuti, Kevin Surya Ajiputra. Penelitian ini menemukan

6 Siti Romlah, Merger Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
(Jakarta: Repository UIN Jakarta , 2022), hlm. 325.

7 Rizki Anjarani dan Usman, “Analisis Kesehatan Bank Syariah Indonesia Komparasi Sebelum
dan Setelah Merger ” , Jurnal Manajemen dan Dinamika Bisnis Vol 1 No 2 (Oktober, 2022), hlm. 43-57.
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bahwa hasil penggabungan bank-bank syariah BUMN menjadi BSI tersebut tidak

menjadikannya menguasai pangsa pasar sebesar 50% atau lebih. Sehingga hal

tersebut tidak melanggar batas wajar yang telah ditentukan oleh UU Anti

Monopoli dan regulasi terkait lainnya. Hasil lainnya menunjukkan bahwa

penggabungan bank-bank syariah BUMN tidak memenuhi unsur pasar 17 UU

Anti Monopoli, tidak merakibat pada kecenderungan atau pemusatan struktur

pasar, dan tidak melanggar norma yang ada di dalam UU Anti Monopoli karena

masih di dalam cakupan yang wajar. Selain itu, proses penggabungan bank

syariah BUMN dilaksanakan secara adil menurut POJK No. 41/POJK.03/2019.8

Berkebalikan dengan penelitian di atas dengan judul Relevansi

Pengecualian Praktik Monopoli Terhadap Perusahaan BUMN Dalam Merger 3

Bank Syariah BUMN milik Chandra Manungsa Alit Dan Yeti Sumiyati. Di dalam

penelitian tersebut dijelaskan bahwa aksi korporasi yakni merger yang dikerjakan

oleh bank syariah BUMN adalah perbuatan hukum yang seharusnya bisa diawasi

dan ditindaklanjuti oleh KPPU. Hal tersebut dikarenakan UU Anti Monopoli pada

dasarnya menghendaki adanya aksi korporasi, dalam hal ini adalah penggabungan

perseroan. Akan tetapi batas wajar penguasaan pangsa pasar tidak boleh lebih dari

50%. Adapun sampel pangsa pasar BSI terbatas pada industri perbankan syariah

di Indonesia.9

Selaras dengan penelitian Chandra Manungsa Alit Dan Yeti Sumiyati

8 Shahyb Handyanto dkk, “Indonesia Sharia Bank Merger Process Reviewed From Business
Competition Laws ” , Lex Scientia Law Review Vol 5 No 1 (Mei, 2021), hlm. 45-62.

9 Chandra Manungsa Alit dan Yeti Sumiyati, “Relevansi Pengecualian Praktik Monopoli
Terhadap Perusahaan BUMN Dalam Merger 3 Bank Syariah BUMN ” , Dialogica Juridica Vol 13
No 1 (November, 2021), hlm. 33-46.
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yaitu penelitian milik Nabila Anika dkk di tahun 2021 yang membahas tentang

Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger BSI Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Dan Hukum Larangan Monopoli. Hasilnya menunjukkan bahwa pada saat setelah

bank syariah BUMN merger menjadi BSI, maka bank tersebut belum beroperasi

secara aktif. Sehingga data yang terkumpul masih belum bisa menjawab persoalan

apakah penggabungan tersebut memuat unsur praktik monopoli yang dilarang

oleh undang-undang atau tidak. Namun jika dilihat dari potensinya, BSI

berpotensi menguasai pasar pada industri bank syariah yang ada di Indonesia serta

akan memberikan efek pada potensi perihal monopoli. Maka menurut Nabila

Anika dkk perlu adanya penelitian lebih lanjut.10

Selanjutnya penelitian yang menggali tentang praktek monopoli adalah

milik Azhari Akmal Tariga dengan judul Praktek Monopoli Dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam dengan

hasil bahwa Indonesia perlu waspada terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 yang

dihasilkannya sendiri. UU Anti Monopoli di Indonesia terbit karena pada waktu

itu banyak industri asing yang masuk ke Indonesia dan menginginkan kebebasan

berusaha. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwasanya Indonesia adalah

salah satu negara yang menjadi target pasar dari perusahaan asing dan hal tersebut

bisa menimbulkan potensi kemudharatan yang berdampak pada produsen lokal

dan konsumen. Sehingga negara juga berpotensi untuk dirugikan, karena tidak

10 Nabila Anika dkk, “Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger BSI Tinjauan Hukum Ekonomi
Islam Dan Hukum Larangan Monopoli ” , Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 2 (Februari, 2021),
hlm. 174-194.
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memiliki pondasi yang cukup kokoh.11

Selaras dengan penelitian yang membahas tentang praktek monopoli

adalah penelitian Inti Ulfi Sholichah dengan judul Praktik Ih}tika>r Dalam

Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid Perspektif Hukum Islam Dan Hukum

Positif Di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan perbuatan Ihtikar

menurut hukum Islam bertentangan dengan beberapa undang-undang yang ada di

Indonesia, diantaranya yakni UU Darurat No. 17/1951 tentang Penimbunan

Barang-Barang, UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, dan UU No. 29/1948

tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting. Meskipun para produsen

atau pedagang telah diberikan kelonggaran untuk menyimpan. Menimbun, dan

memiliki barang terhadap barang-barang yang penting sesuai dengan regulasi,

akan tetapi tetap ada batasan maksimal terkait masa atau lamanya izin untuk

menimbun barang atau makanan tersebut.12

Kemudian penelitian Lukman Hakim yang membahas tentang Ih}tika>r

Dan Permaslahannya Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasilnya adalah bahwa

praktik monopoli yang mempunyai kaitan yang erat dengan permasalahan Ihtikar

yang ada di dalam Hukum Islam. Oleh karenanya, monopoli yang dapat

mengakibatkan d}ayyiq khususnya bagi masyarakat umum maka hukumnya

haram. Hal ini dikarenakan praktik tersebut menjadi pembuka dari praktik yang

tidak diperbolehkan di dalam ketentuan Islam. Apabila terdapat hal yang

11 Azhari Akmal Tariga, “Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam ” , Mercatoria Vol 9 No 1 (Juni, 2016), hlm. 54-69.

12 Inti Ulfi Sholichah, “Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia ” , Syar’ie Vol 5 No 2 (Agustus, 2022), hlm.
86-97.
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mengakibatkan sesuatu menjadi haram, maka hukumnya adalah haram. Hal ini

sesuai dengan konsep sadd az\-z\ari>‘ah. Sehingga peran pemerintah disini sangat

dibutuhkan untuk menghindarkan praktik yang tidak diperbolehkan. Karena

pemerintah sebagai regulator dapat menentukan hukuman atas praktik monopoli

yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian sifat hukuman terhadap praktik

monopoli dan ihtikar adalah ijtihadi. Karena bentuk hukuman yang digunakan

untuk menjastifikasi perbuatan tersebut tidak ada di dalam nas.13

Untuk penelitian milik Nabila Anika dkk, Azhari Akmal Tarigan,

Shahyb Handyanto dkk, Chandra Manungsa Alit Dan Yeti Sumiyati

menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli Dan Persaingan Usaha sebagai pisau analisis dalam memecahkan

penelitiannya, hal ini memiliki kesamaan dengan penulis. Perbedaan penelitian

penulis dengan penelitian sebelumnya adalah walaupun memakai pisau analisis

yang sama namun dengan variabel yang berbeda ditambah lagi penulis

menggunakan Hukum Ekonomi Islam terkhusus Ih}tika>r juga sebagai pemecahan

penelitian.

E. Kerangka Teoritik

1. Monopoli

A. Monopoli Menurut Undang-Undang

13 Lukman Hakim, “Ihtikar Dan Permaslahannya Dalam Perspektif Hukum Islam ” , Jurnal
Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam Vol 7 No 2 (April, 2016), hlm.
320-330.
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Secara etimologi kata monopoli bersumber dari Bahasa Yunani, yakni

dari kata ‘monos’ yang mempunyai arti satu atau tunggal dan ‘polein’ yang berarti

menjual.14

Monopoli pada dasarnya bisa menjadi penyebab utama yang membuat

adanya kesenjangan sosial dan ekonomi karena suatu kekayaan dapat

terkonsentrasi pada segelintir golongan saja. Dalam hal ini pelaku usaha yang

menguasai pasar. Aset yang dikuasai oleh perseorangan adalah hal yang

boleh-boleh saja. Tetapi apabila kebebasan penguasaan tersebut tidak diimbangi

dengan perilaku persaingan usaha yang sehat, maka dapat menyebabkan praktik

monopoli yang dilarang oleh undang-undang. Negara memiliki tugas untuk

memberikan intervensi dan koreksi.15

Praktik monopoli adalah perilaku anti persaingan. Pada dasarnya

persaingan dapat mendesentralisasi kekuatan ekonomi di suatu pasar bersangkutan.

Akan tetapi praktik monopoli justru sebaliknya, yaitu mensentralisasi atau

memusatkan kekuatan ekonomi pada segelintir pelaku usaha saja untuk

menguasai pasar bersangkutan tertentu. Akibat dari adanya praktik monopoli ini

menimbulkan kondisi yang negatif, khususnya bagi para pelaku usaha lain. Hal ini

karena jika ada praktik monopoli, maka besar kemungkinannya akan adanya

kecurangan atau manipulasi posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu.16

14 Karl E. Case and Ray C. Fair, Principles of Economics, terj. Benyamin Molan, Prinsip-Prinsip
Ekonomi Mikro (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), hlm. 341-344.

15 Ahmad Fauzi, “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat ”,
Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.2 (Juli-Desember, 2021), hlm. 397.

16 Ahmad Fauzi, “Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat ”,
Delega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No.2 (Juli-Desember, 2021), hlm. 398.
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Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat

ketentuan larangan yang terkait dengan perbuatan atau perilaku anti persaingan.

Seperti halnya pelaku usaha tidak boleh menguasai produksi dalam

mendistribusikan barang atau jasa sehingga bisa menimbulkan praktik monopoli

hingga persaingan yang tidak sehat. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang

membuat pelaku usaha bisa terduga melakukan penguasaan pasar atau produksi

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yakni: 1) Tidak ada subtitusi

terhadap barang atau jasa di suatu pasar bersangkutan; 2) Adanya hambatan

pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam struktur pasar bersangkutan yang sama; 3)

Penguasaan pangsa pasar sebesar 50% atau lebih oleh sekelompok atau satu

pelaku usaha.

B. Akad Tijārah dalam Pembiayaan Bank Syariah

Term tijārah secara etimologi berasal dari bahasa Arab ,التجارة diambil dari bentuk

maṣdar (kata dasar) وتجارة - تجر تجر- artinya berdagang, berniaga, barang dagangan,

atau mengenai perdagangan atau perniagaan. Al-Jurjānī dan al-Barkatī memaknai

رة التجا sebagai pengibaratan atas sesuatu (harta) yang diperoleh melalui akad jual

beli, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam istilah Inggris disebut

dengan commerce (perdagangan), traffic (lalu lintas: dagang), trade (dagang atau

niaga), atau do business (melakukan bisnis). Dalam Bahasa Indonesia, niaga atau

dagang yaitu sebagai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan
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membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau laba. Bisa juga berarti

kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung.17 Tijārah sejenis

usaha dagang yang dilakukan untuk mendapatkan laba, keuntungan, khususnya

dilakukan melalui cara tukar menukar barang berupa uang dan barang melalui

praktik jual beli sebagaimana dipahami dalam praktik dewasa ini. Dengan

demikian, dapat dinyatakan dalam rumusan baru bahwa tijārah merupakan satu

bentuk perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan muamalah, berupa usaha

dagang melalui jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Unsur-Unsur Larangan dalam Praktik Tijārah

Perniagaan dalam Islam tidak semata dilakukan secara bebas.

Memperoleh harta dan keuntungannya melalui praktikpraktik yang melanggar

batas kepatutan tidak diperkenankan. Islam dalam konteks ini telah merumuskan

beberapa hal yang harus dihindari dalam melaksanakan praktik niaga (tijārah).

Berikut ini, minimal ada tiga unsur larangan yang sering terjadi dalam konteks

masyarakat, yaitu gharār, riba, dan tadlis. Masing-masing uraian tiga unsur

tersebut dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Gharār

Gharār merupakan sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar.

Dalam pengertian lain, gharar berarti segala sesuatu yang mengandung

unsur ketidakpastian. Dalam tijārah, terdapat larangan untuk

memperdagangkan barangbarang yang belum pasti kehalalan

17 Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 306.



14

pemerolehannya.18

2. Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, bertambah atau tumbuh.

Menurut istilah, riba adalah pengambila tambahan dari harta pokok

atau modal secara batil.19 Riba adalah salah satu unsur yang dapat

mencederai perdagangan. Sebab, ia sebagai bentuk pemerolehan harta

yang tidak legal, mengambil hak-hak orang lain. Oleh karenanya Islam

melarang dan mengharamkan riba.20

Terdapat banyak sebab kenapa riba diharamkan. Yūsuf

al-Qaraḍāwī menyebutkan minimal ada empat sebab diharamkannya

riba: Pertama, riba dipandang sebagai tindakan mengambil harta orang

lain tanpa hak, dan tanpa da gantu rugi atau kompensasi. Kedua,

ketergantungan kepada riba membuat seseorang (pelakunya) menjadi

malas. Ketiga, riba akan menghambat seseorang berbuat baik. Hal ini

sebagai distorsi atas dianjurkannya bersedekah. Keempat, riba

membuka peluang terjadinya kesenjangan status sosial yang cukup

signifikan. Orang kaya bahkan dapat berbuat zalim terhadap orang

miskin.21

18 Hazeline Ayoeb dkk, Forever Rich: Mengelola Uang Banyak Bertambah Banyak, Jakarta: Mizan
Publika, 2008, hlm. 164.

19 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Cet.
2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 94.

20 Said Hawwā, al-Islām, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.
524.

21 Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām, (terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam,
2017), hlm. 397-398.
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3. Tadlis

Tadlis, istilah tadlis berarti penipuan, atau sesuatu yang

mengandung unsur penupuan. Unsur tadlis bisa terjadi pada kualitas

objek yang menjadi traksaki.22 Dalam praktik akad tijārah, unsur

tadlis juga dimungkinkan terjadi, di mana pihak orang yang melakukan

niaga dimungkinkan melakukan penipuan terhadap harta yang

didagangkannya. Penipuan tersebut boleh jadi karena adanya sikap

tidak terus terang mengenai kondisi dan kualitas barang.

Meminjam pendapat Imām al-Māwardī, bahwa semua unsur

seperti tersebut di atas sangat dimungkinkan terjadi dalam praktik

muamalah dalam Islam (termasuk di dalamnya praktik tijārah:

penulis).23 Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik

tijārah dalam Islam diperbolehkan dalam batasan tidak melanggar

prinsip dan ketentuan hukum Islam, seperti tidak melakukan praktik

riba dalam berniaga, juga tidak melakukan praktik penipuan.

A. Bentuk-Bentuk Tijārah dalam Islam

Praktik dan proses tijārah (perniagaan) dalam konteks hukum Islam

mengacu pada dua persoalan penting. Dalam kitab Mausū’ah al-Fiqhiyyah,

dua persoalan penting yang dimaksud yaitu:

22 Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2016), hlm. 169.

23 Ḥabīb al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, (terj: Khalifur-rahman Fath dan Fathurrahman),
(Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426.
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a. البيع atau jual beli.

b. السمسرة atau makelar.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling

merelakan, atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan.24

Menurut Sulaimān al-Asyqar, jual beli adalah tukar menukar harta dengan

harta, atau manfaat dengan manfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dan

pemilikan.25 Makna jual beli menurut empat mazhab yakni: Mazhab Hanafi

menyebutkan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan

padanya dengan sesuatu yang semisalnya.

Menurut mazhab Maliki, jual beli adalah akad muāwaḍah (timbal

balik saling memberi ganti atau kompensasi) atas selain manfaat. Menurut

mazhab Syafi’i, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar

harta dengan harta dengan syaratnya untuk memperoleh kepemilikan atas

benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut mazhab Hanbali, jual

beli adalah salah satu akad berupa saling menukar harta dengan harta dalam

bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Lebih rinci dikemukakan oleh Amrin, bahwa tijārah merupakan

semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan keuntungan, seperti akad

muḍārabah (bagi hasil), al-salam (meminjamkan barang), akad syirkah (kerja

sama), akad ijārah (sewa menyewa), dan akad muzāra’ah (pengelolaan bagi

24 Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2015), hlm. 67.

25 Muḥammd Sulaimān al-Asyqar, Buḥūṡ Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtiṣādiyyah Mu’āṣirah, (Yordania: Dār
al-Nafā’is, 1998), hlm. 153.
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hasil).26

Dengan demikian, konsep tijārah dalam muamalah Islam memiliki

cakupan yang cukup luas, meliputi semua akad yang ada hubungannya

dengan perniagaan dengan tujuan untuk meraup keuntungan, bisa dengan

jalan sewa menyewa rumah, tanah, pengeloalaan tanah dan bagi hasil. Ini

berarti semua bentuk usaha yang bertujuan mengambil untung masuk dalam

cakupan tijārah.

Mengikuti pendapat Amrin sebelumnya, bentuk-bentuk tijārah

dapat diurai kembali sebagai berikut:

1. Akad muḍārabah

Term akad muḍārabah tersusun atas dua kata. Kata akad

berasal dari bahasa Arab, العقد yang merupakan bentuk maṣdar dari

عقد jamak bentuk dan عقود , dalam bahasa Inggris disebut tie (tali

pengikat atau dasi), contract (perjanjian), join (mengikuti). Secara

bahasa, akad berarti perjanjian. Dalam makna lain, akad berarti

hubungan, kuat atau keras, tanggungan, mengokohkan atau

mengikat.36 Ridwan menyebutkan akad sebagai ikatan atau

perjanjian yang objeknya berupa materi atau jasa keterampilan

dalam suatu kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak yang

berakad. Jadi, kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat

atau perjanjian.

Secara istilah, terdapat banyak rumusan definisi akad,

26 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Ausransi
Konvensional, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 163.
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dan mencakup makna umum dan khusus. Menurut al-Zuḥailī,

akad dalam makna umum lebih dekat dengan makna secara

bahasa sebagaimana disebutkan oleh kalangan fuqaha Maliki,

Syafi’i, dan Hanbali, yaitu tiap-tiap yang dikehendaki (ditekadkan)

oleh seseorang atas perbuatannya, baik ia muncul atas kehendak

sendiri seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun membutuhkan

adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli dan

sewa menyewa. Adapun akad dalam makna khusus yaitu

hubungan antara ijab dan kabul.27

Menurut al-Jurjānī, akad adalah ikatan atau hubungan

antara beberapa pihak dalam transaksi melalui ijab dan kabul

secara syarak. Demikian juga dikemukakan oleh al-Barkatī, akad

merupakan hubungan antara pihak-pihak yang melekukan

transaksi yang sesuai dengan ketentuan syarak melalui ijab dan

kabul, atau kehendak antara dua orang yang melakukan akad

melalui akad ijab kabul untuk semua jenis akad.

Adapun muḍārabah secara bahasa berarti berjalan di atas

bumi. Secara istilah, muḍārabah adalah kontrak antara pemilik

modal dan pengguna dana untuk digunakan dalam aktifitas yang

produktif, di mana keuntungan dibagi antara keduanya. Dalam

makna lain, muḍārabah juga disebut dengan qirāḍ, yaitu

penanaman dan penyertaan modal kepada seseorang untuk

27 Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Juz 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985),
hlm. 80-81.
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berdagang dan jaminan untung rugi ditanggung bersama antara

pemilik modal dan yang mengelolanya.28 Dalam konteks

muamalah Islam, kerja sama dalam bentuk akad muḍārabah juga

bagian dari bentuk praktik tijārah, yaitu pengelolaan harta dengan

cara berdagang, berniaga dengan tujuan meraup keuntungan.

2. Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang

Komponen yang penting untuk menggerakkan roda perekonomian di

suatu negara salah satunya yakni adalah dengan mengedepankan persaingan usaha

yang sehat. Persaingan usaha (persaingan) bisa membawa pengaruh pada

kebijakan pemerintah khususnya mempunyai hubungan dengan industri,

perdagangan, iklim persaingan yang terjaga, efisiensi, kesempatan berusaha yang

sama, dan lain sebagainya. Penentuan persaingan usaha yang sehat didasarkan

pada kebijakan persaingan (competition policy). Begitu juga di negara lain yang

mana undang-undang persaingan usahanya ditujukan kepada kesejahteraan rakyat

dan kepentingan umum (consumer welfare). Yang menjadi penentu ialah

peraturan serta Undang Undang Persaingan Usaha yakni yang mendasari jalan

terkait proses usaha yang sehat .29

Lebih lanjut, asas dan tujuan dalam Hukum Persaingan Usaha di

Indonesia sebagaimana yang ada di dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 5

28 Abu Ahmad Najie, Fikih Mazhab Syafi’i, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 578.
29 Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017),

hlm. 24.
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Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, yakni dalam melangsungkan kegiatan bisnisnya, pelaku usaha yang ada di

Indonesia harus peka terhadap kepentingan umum yang tentunya berasas

demokrasi ekonomi. Selain itu, para pelaku usaha juga harus mempertimbangkan

iklim usaha dan keseimbangan antar pelaku usaha satu dengan lainnya.

Teori ekonomi dasar memberikan klasifikasi struktur pasar yang

mempengaruhi persaingan antara lain :

a. Pasar Persaingan Sempurna

Struktur pasar yang memuat banyaknya pelaku usaha dan konsumen

adalah pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna, keadaan

pasar tidak mempunyai efek terhadap banyak nya penjual serta pembeli.30

b. Pasar Persaingan Monopolistis

Pasar persaingan monopolistis tentunya berbeda dengan struktur pasar

persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolisitis merupakan suatu bentuk

yang mana termuat banyak pelaku usaha yang menjual produk heterogen

(differentiated product).31

c. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli merupakan tatanan pasar dimana hanya sebagian pelaku

usaha yang menghasilkan yang produk barang atau jasa tertentu.32

d. Pasar Monopoli

30 Agus Maulana, Pengantar Mikro Ekonomi Jilid 2, hlm. 16.

31 Sukirno Sadono, Pengantar Teori Ekonomi Mikro (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2001), hlm. 36.

32 Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha, hlm. 50.
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Pasar monopoli merupakan struktur pasar yang termuat satu produsen

tetapi barang atau jasa yang beredar di dalam masyarakat tidak memiliki subtitusi

atau pengganti.33

3. Konsep Merger Perbankan

Dengan adanya kemajuan perekonomian nasional hingga internasional

yang semakin cepat, maka industri perbankan di Indonesia harus bisa

menyesuaikan diri dan tanggap terhadap tantangan yang dinamis ini.34 Sektor

perbankan adalah salah satu pilar perekonomian sebuah negara. Suatu negara

tidak akan bisa hidup jika tidak diiringi oleh sektor perbankan yang kuat. Oleh

karena itu, ia memiliki peran yang strategis terhadap pembangunan nasional.

Pengaturan terkait merger sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun ada beberapa aturan khusus

lainnya yang secara khusus mengatur terkait merger perusahaan yang bergerak

dalam bidang jasa perbankan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999

Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (selanjutnya disebut PP) hingga

peraturan terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

41/POJK.03/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi,

dan Konversi Bank Umum.

Dalam tataran merger industri perbankan, merger dapat dilakukan

33 Agus Maulana, Pengantar Mikro Ekonomi Jilid 2, hlm. 16.

34 Penjelasan umum POJK Nomor 41 Tahun 2019.
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dengan adanya inisiatif dari perbankan itu sendiri yang disertai dengan adanya

izin dari Bank Indonesia, atau karena adanya permintaan Bank Indonesia kepada

bank tersebut, atau bahkan adaanya inisiatif dari badan khusus yang bertugas

untuk penyehatan bank.35

Perbankan yang akan melakukan penggabungan adalah didahului dengan

membikin rancangan penggabungan yang dibikin oleh masing-masing direksi

bank dengan adanya persetujuan masing masing komisaris. Kemudian rancangan

penggabungan diberitahukan pada pihak Otoritas Jasa Keuangan. Isi dari rencana

merger tersebut adalah:

a. Keterangan mengenai masing masing bank yang berencana untuk melakukan

penggabungan atau merger.

b. Keterangan mengenai rencana merger.

c. Keterangan mengenai bank hasil merger.

Setelah itu direksi bank dalam jangka waktu maksimal 2 hari sejak

menerima persetujuan dari komisaris perseroan dan selambat-lambatnya tiga

puluh hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya

disebut RUPS) wajib untuk mengumumkan pada masyarakat perihal ringkasan

rancangan merger dan informasi bahwa rancangan penggabungan dan peleburan

belum memperoleh persetujuan RUPS. Pengumuman tersebut harus dilakukan

maksimal 1 surat kabar haruan dan pada website masing masing peserta merger.

Selanjutnya adalah pemanggilan RUPS untuk dimintai persetujuan

terkait merger yang dilakukan bank, rancangan merger dan konsep akta merger.

Selanjutnya bank yang akan melakukan merger melakukan permohonan izin

35 Pasal 3 dan Pasal 4 PP. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
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kepada OJK untuk kemudian dianalisis apakah disetujui atau ditolak.

Dokumen yang harus dilampirkan pada saat permohonan izin merger

adalah:

a. Akta notaris yang memuat berita acara RUPS.

b. Rancangan merger yang telah disetujui RUPS.

c. Akta penggabungan.

d. Akta perubahan anggaran dasar bank hasil merger.

e. Laporan keuangan dan informasi mengenai kinerja keuangan terkini bank

yang akan melakukan merger.

Yang terakhir adalah bank yang telah melangsungkan penggabungan

harus membuat perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan untuk

kemudian pengajuan permohonan diberikan kepada kepada Menteri Hukum dan

HAM selambat-lambatnya adalah tiga puluh hari terhitung sejak tanggal di dalam

akta notaris yang mengandung isi perubahan anggaran dasar. Hal ini bertujuan

untuk mendapatkan persetujuan serta kewajiban untuk melaporkan kepada

Menteri Hukum dan HAM.

Ruang lingkup aksi korporasi, yaitu:

A. Merger

Tindakan merger kerap dilakukan dalam kegiatan bisnis, dan tak jarang

pula suatu perusahaan untuk melakukan tindakan penggabungan agar memperkuat

posisi bisnis ataupun mengeskpansi bisnis dalam pasar tertentu. Merger dapat

disebut juga dengan fusi, absorsi ataupun penggabungan yaitu suatu tindakan

dimana 2 perusahaan atau lebih menyatukan diri menjadi 1 perusahaan kemudian
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akan berakhir demi hukum bagi siapa saja perusahaan yang menggabungkan

diri.36

Gaughan mendefinisikan penggabungan yaitu sebagai suatu bentuk

unifikasi dari dua bisnis dimana salah satu bisnis menggabungkan diri mereka

kedalam bisnis yang lainnya.37

Penggabungan didefinisikan oleh Indonesia sendiri dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebut

dengan istilah penggabungan yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum

yang lazim dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk menggabungkan

dirinya kepada perseroan lain yang telah ada. Sehingga mengakibatkan peralihan

aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri kepada yang

menerima penggabungan sebagai suatu akibat dari adanya penggabungan tersebut.

Kemudian efek dari hukum adalah menjadi berakhirnya badan hukum yang

gabung tersebut.38

Dari beberapa definisi tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa

suatu penggabungan bisa dilakukan dengan minimal 2 perusahaan. Akibat dari

penggabungan tersebut perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubat

karena hukum serta dapat terjadi tanpa perlu dilaksanakan likuidasi perseroan.

Bertitik tolah dari pengertian diatas, maka ada sebagian poin yang bisa

36 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 2-3.

37 Gaughan, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings (Singapore: John Wiley & Sons,
2007), hlm. 12.

38 Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .
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disimpulkan oleh penulis, yakni:39

a. Penggabungan merupakan aksi korporasi yang dilaksanakan oleh minimal

dua perseroan atau lebih untuk bergabung menjadi satu entitas yang baru.

Paling tidak termuat dua perseroan sebelumnya telah eksis, setelah itu salah

satu dari keduanya menggabungkan dirinya pada perseroan lain.

b. Perseroan yang menggabungkan dirinya kepada perseroan lain atau merger

status badan hukumnya menjadi berakhir karena hukum (to be terminated

ipso jure).

c. Berakhirnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri dapat

terjadi tanpa harus dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

SKEMA MERGER

Menurut Sartono, tipe tipe merger dibagi atas 4 bagian, yaitu:40

a) Merger Horizontal adalah kegiatan penggabungan usaha dengan jenis usaha

yang sejenis. Tujuan dari merger horizontal ini ialah untuk meningkatkan

efisiensi perseroan dan mengutangi persaingan pada pasar bersangkutan

tertentu. Efisiensi tersebut dapat dilihat dari aspek pemasaran, produksi, riset,

39 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.
472-473.

40 Agus Sartono,Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 366.
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distribusi, dan pengembangan perseroan.

b) Merger Vertikal adalah penggabungan yang terjadi antara perseroan yang

masih memiliki hubungan usaha. Adapat tujuan dari penggabungan secara

vertikal ini adalah untuk mengintegrasikan usaha tersebut terhadap pemasok

dari suatu produk barang.

c) Merger Congeneric adalah penggabungan yang melibatkan perusahaan yang

memiliki hubungan namun bukan antara produsen dan pemasok.

d) Merger Conglomerate adalah penggabungan yang melibatkan antara pelaku

usaha yang notabene tidak mempunyai hubungan usaha sama sekali.

Kemudian penggabungan ini memiliki tujuan yakni untuk menumbuhkan

perseroan secara cepat untuk mendapatkan hasil yang optimal.41

B. Spin Off

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah arti dari spinf-off atau pemisahan dikenal sebagai suatu bentuk usaha

pemisahan yang dilakukan oleh satu bank menjadi dua bank atau lebih sesuai

peraturan yang berlaku. Salah satu akibat dari spin off adalah berubahnya struktur

organisasi yang mana salah satu pelaku usaha tersebut dapat menjadi perusahaan

sendiri untuk meningkatkan independensinya. Untuk mengembangkan bisnisnya,

perusahaan diharapkan dapat lebih fokus dengan adanya manajemen yang terpisah

masing-masing. Ini adalah salah satu tujuan dari spin off.42 Jika penggabungan

perseroan lazimnya digunakan untuk memperkuat modal perseroan dan struktur

41 Budi Untung, Hukum Merger (Yogyakarta: Penerbit Anggota IKAPI, 2019), hlm. 2-3.

42 Adler Manurung, Bahan Perkuliahan Merger, Restukturisasi, dan Akuisisi (Jakarta:2011)
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perusahaan, maka pemisahan biasanya digunakan untuk memudahkan suatu badan

usaha dari hasil pemisahan tersebut supaya menjadi lebih lincah serta dapat

meningkatkan performa maupun value perseroan secara independen.

Induk perusahaan yang memisahkan diri dari anak perusahaan bertujuan

untuk menjauhkannya dari risiko tertentu serta berguna untuk menstabilkan

struktur perseroan. Spin-off memiliki risiko untuk mendanai mandiri

perkembangan serta proyeksi perusahaan. Namun selain itu, Spin-off juga bisa

digunakan untuk menggaet investor baru ke dalam perseroan yang merupakan

hasil dari pemisahan, karena perusahaan hasil pemisahan tersebut tidak terikat lagi

dengan induk perusahaan. Sehingga mampu meningkatkan value

darimasing-masing perseroan tersebut.

Masalah manajemen dapat berkurang ketika pemisahan yang dilakukan

oleh dua perseroan yaitu dengan Spin Off. Karena kedua perseroan tersebut ketika

masih menjadi satu entitas lazimnya memiliki perbedaan kepentingan. Perusahaan

induk yang acapkali memiliki kegiatan yang memerlukan modal besar dapat

berakibat pada ketidakmampuan perusahaan dalam menyediakan keuangan,

sumber daya, dan manajemen yang diperlukan oleh anak perusahaan guna

keberlangsungan perkembangan bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan perseroan

lebih fokus pada keberlangsungan pertumbuhan internal perusahaan. Sebab itu

dengan melalui skema spin-off, manajemen perusahaan serta apa-apa yang terkait

dengan sumberdaya pada anak perusahaan dapat disusun, dijalankan, dan bisa

bebas untuk mengatur keputusan sendiri. Selain itu perusahaan induk juga bisa

berkonsentrasi dalam menjalankan aktivitas usahanya serta tidak merasakan beban
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yang berat dengan perusahaan hasil spin-off, sebab kedua dari perusahaan itu

sudah berpisah secara yuridis.43

C. Peleburan

Peleburan merupakan aksi korporasi dimana dua atau lebih perseroan

menggabungkan diri untuk mendirikan satu entitas bisnis yang baru. Akibat dari

peleburan adalah bergabungnya aktiva dan pasiva dari kedua perseroan asal

berdasarkan hasil dari konsolidasi. Kemudian status badan hukum kedua atau

lebih perseroan tersebut sama-sama berakhir karena hukum.44 Apabila melihat

penjelasan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas, konsolidasi dimaknai sebagai suatu kegiatan hukum

dari 2 atau lebih perseroan untuk menggabungkan yakni dengan cara membentuk

satu entitas usaha yang baru. Akibat hukumnya adalah bergabungnya aktiva dan

pasiva kedua atau lebih perseroan tersebut. Adapun kedua perseroan yang

meleburkan diri status badan hukumnya berakhir atau bubar.

Sama seperti halnya dua bank atau lebih yang kemudian meleburkan diri

status hukumnya juga berakhir atau bubar karena konsolidasi tersebut. Akibatnya,

seluruh aktiva dan pasiva dari bank-bank asal yang meleburkan diri menjadi satu

kesatuan modal dari bank yang baru.

43 Iim Hilman, Strategi Spin-Off Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Bank Syariah di Indonesia,
Bandung: STIE Ekuitas School of Business (April 2019), hlm. 1.

44 Wardah Yuspin dkk, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Industri Perbankan
Syariah”, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 2 No.2 (2022), hlm. 105.
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F. Metode Penelitian

Guna suatu penelitian mendapatkan kelengkapan, validias data, dan objektivitas,

maka perlu metode yang tepat dan memadai. Untuk memperoleh data-data yang

diperlukan untuk penelitian ini, maka penulis memakai beberapa metode sebagai

berikut45:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang membahas terkait Analisis Merger Bank Syariah

Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum

Ekonomi Islam ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif.

Sebagaimana jenis penelitian hukum normatif lazimnya mengkaju

bahan-bahan hukum yang meliputi aturan yang sifatnya normatif. Selain itu

juga meneliti tentang bahan-bahan yang berhubungan dengan kepustakaan

maupun bahan sekunder yang telah dikumpulkan.46 Maka dari itu, tujuan

utama dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk menjelaskan batas

wajar merger yang dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia dilihat dari kaca

mata Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam hal ini terkait dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Ekonomi Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, maka diperlukan suatu metode tertentu

45 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 76.

46 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.
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untuk mengadakan suatu penelitian. Adapun pendekatan

perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual

(conseptual approach) adalah pendekatan yang penulis gunakan.

Secara umum yang dimaksud dengan pendekatan

perundang-undangan (statue approach) ialah metode tertentu untuk

mengkaji sebuah penelitian yaitu dengan cara melakukan telaah peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yakni Hukum

Persaingan Usaha. Pendekatan ini merupakan tonggak utama untuk melihat

berbagai regulasi yang ada untuk kemudian dikaitkan dengan Analisis

Merger Bank Syariah Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat Dan Hukum Ekonomi Islam. Metode yang kedua adalah pendekatan

konseptual (conseptual approach), yakni secara umum dikenal sebagai

pendekatan suatu masalah yang dikatikan dengan pandangan-pandangan

atau doktrin dari para ahli yang tengah berkembang dalam Ilmu Hukum.

Metode ini urgent karena untuk memperoleh data dan informasi dan juga

sebagai dasar untuk mengkaji batas wajar merger BSI dalam kacamata

Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Ekonomi Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan

dengan metode yaitu menghimpun bahan hukum primer dan sekunder yakni
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dengan mengindentifikasi dan menginventarisasi Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat dan Hukum ekonomi Islam, dokumen-dokumen instansi terkait

yaitu Laporan Keuangan Tahun 2019 dan 2020 Bank BRI Syariah, Bank

Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah kemudian tahun 2022 yang sudah

berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia, Laporan Keuangan Tahun

2019-2022 Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank

BCA Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank Net Indonesia Syariah.

Hingga bahan hukum lainnya yang telah disistematisasi dan diklasifikasikan

oleh penulis untuk kemudian menjadi sumber yang dapat dikaji secara

komprehensif. Maka dari itu, penulis akan menggunakan teknik

pengumpulan yaitu library research atau studi pustaka. Kemudian bahan

hukum yang termasuk dalam bahan sekunder merupakan buku pribadi atau

dari perpustakaan, artikel serta jurnal yang dapat diakses melalui media

elektronik dan cetak, dokumen perusahaan terkait, dokumen perusahaan, dan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu topik yang

diangkat.47 Studi kepustakaan yang dilaksanakan penulis adalah dengan

cara menelaah, membaca, dan membuat ringkasan ulasan dari bahan-bahan

kepustakaan yang sudah dikumpulkan dan berkaitan dengan penelitian yang

akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari data yang berhubungan dengan topik yang penulis

47 Bahder Johar Nasution,Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 97-98.
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teliti penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai pencarian.

Dengan melalui Studi Kepustakaan (Library Research) penulis bisa

mengumpukan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam

mencari norma dan mengumpulkan data, peneliti mengacu atau melihat

ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.48

5. Analisis Data

Setelah selesainya informasi tersebut dikumpulkan, tindakan

setelah itu yakni melakukan analisisuntuk kemudian menentukan

argumentasi akhir untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah

diteliti. Oleh karenanya, tahapan teknik analisis bahan hukum yang akan

ditempuh adalah deskripsi, komparasi, argumentasi, dan evaluasi.

Pendeskripsian masalah memiliki tujuan untuk menjelaskan

temuan pada peristiwa hukum tertentu. Adapun peristiwa hukum yang

dimaksudkan yakni peristiwa yang berkaitan dengan hukum yang terjadi

pada waktu tertentu. Kemudian peristiwa tersebut dianalisis guna

mendapatkan argumentasi dari penulis. Kemudian teknik komparatif ini

pada umumnya digunakan untuk membandingkan suatu argumen dengan

argumen lainnya. Kemudian argumentasi tersebut dikumpulkan untuk

memberikan kejelasan terkait masalah hukum yang ada di dalam isu

penelitian.

Dilanjutkan dengan teknik evaluasi. Yakni dengan mengevaluasi

48 Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta:
Kencana,2016), hlm. 149.
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kondisi hukum yang ada. Teknik ini merupakan metode yang digunakan

peneliti untuk menyetujui atau mengesampingkan sebagian atau keseluruhan

pendapat-pendapat hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. Di

tahap ini, peneliti menentukan sikap terkait benar atau tidak, setuju atau

tidaknya atas pendapat yang telah dikumpulkan. Setelah itu peneliti

mengkahiri dengan kesimpulan atas pendapat yang telah dikaji sebagai salah

satu pendapatnya sendiri.

Kemudian dilanjutkan dengan teknik argumentasi, yakni sebagai

tahap akhir setelah dilakukannya evaluasi. Di tahap ini, peneliti memberikan

argumentasinya guna menjawab permasalahan dari isu yang diangkat.49

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis akan membagi Sistematika pembahasan menjadi

lima bab. Hal ini memiliki tujuan agar penulisan bisa menjadi terarah dan mudah.

Untuk lebih jelas, pembagian sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai

berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Komponen yang termuat di dalam

pendahuluan ini adalah latar belakang yang berfungsi sebagai pengantar dan

yang menjadi masalah dalam penelitian yang penulis ambil ini. Selain itu juga

memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajuan purstaka yang

berfungsi untuk membedah penelitian lainnya, kerangka teori sebagai pijakan

berpikir, metode penelitian yang mendeskripsikan tentang tata cara penelitian ini,

49 Diantha,Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, hlm. 152-155.
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serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan kajian teoritik berisi uraian teori Monopoli

menurut perspektif Undang-Undang, Akad Tijarah dalam Pembiayaan Bank

Syariah, Hukum Persaingan Usaha, teori merger dalam Hukum Perseroan

Terbatas, Perbankan Syariah.

Bab ketiga memaparkan data serta informasi yang didapatkan dalam

penelitian ini yang terkait dengan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan

yaitu melihat dari segi Aset, PYD dan DPK (sebelum merger dan setelah

merger).

Selanjutnya, bab keempat merupakan analisis dari konsep monopoli

dalam kerangka Hukum Persaingan Usaha di Indonesia terhadap merger yang

dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia dan analisis batas wajar merger yang

dijalankan oleh BSI Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hukum

Ekonomi Islam. Pada bagian ini hasil data yang telah dikumpulkan diuraikan dan

dianaisis untuk menemukan jawaban atas isu permasalahan yangdiangkat.

Bab kelima adalah penutup. Di dalam bab ini, kesimpulan atas apa yang

telah dianalisis oleh penulis diuraikan secara singkat, padat, dan jelas sesuai

dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan supaya pembaca bisa

memahami secara komprehensif atas apa yang telah dipaparkan. Penulis juga

memberikan saran atau solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Oleh karena

itu penelitian dengan topik terkait bisa dikembangkan untuk keberlangsungan

ilmu pengetahuan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis dibahas sebelumnya

sebelumnya, maka bisa diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut, yaitu:

1. Berdasarkan perhitungan yang sudah dipaparkan penyusun pada bab

sebelumnya, Penggabungan BSI mempunyai konsentrasi pasar menuju pasar

oligopoli longgar yaitu 40-60 = Oligopoli Longgar atau Persaingan

Monopolistik, secara singkat sudah jelas bahwa hal tersebut tidak

mengindikasikan adanya potensi praktik monopoli yang dilarang oleh

undang-undang dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada merger BSI.

Artinya pasar ini masih bisa dikatakan sebagai pasar kompetitif di tingkat

menengah, akan tetapi masih perlu untuk tetap diwaspadai agar struktur nya

tidak mengarah pada oligopoli ketat.

2. Berdasarkan unsur yang telah dijabarkan dalam Pasal 17 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999, penggabungan yang dilakukan oleh BSI tidak dapat

dikategorikan sebagai tindakan atau praktik monopoli yang dilarang oleh

Undang-Undang Anti Monopoli. Oleh karena itu, mengingat bahwasanya

merger BSI tidak tergolong pada jenis merger yang dilarang undang-undang,

maka hal tersebut juga tidak memenuhi unsur yang dilarang sebagaimana

termaktub di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Akad Tijarah merupakan dasar dari pembiayaan Bank Syariah yang kemudian

pendapatan dari akad tersebut diakumulasi dan diikhtisarkan melalui PYD.
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Dalam hal merger yang dilakukan oleh 3 bank syariah BUMN menjadi Bank

Syariah Indonesia, terdapat peningkatan PYD yang cukup signifikan.

Sehingga berdampak pada peningkatan pangsa pasar Bank Syariah Indonesia.

Namun pangsa pasar yang didasarkan pada PYD tersebut masih bisa

dikatakan wajar karena di bawah 50%. Maka hal tersebut tidak

mempengaruhi persaingan pada industri perbankan syariah.

B. Rekomendasi

Atas kesimpulan yang telah disebutkan tersebut, penulis kiranya

memberikan rekomendasi yakni diperlukan adanya perhatian langsung dari

otoritas terkait baik Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun

Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan daya saing pada sektor perbankan

syariah dengan tidak hanya memfokuskan peningkatan kapasitas Bank Syariah

BUMN saja, namun juga Bank Syariah Swasta lainnya. Selain itu KPPU perlu

mengontrol dan mengawasi kenaikan aset dari Bank Syariah Indonesia

sebagaimana laporan keuangan tahunan yang diterbitkan serta melakukan

penyesuaian terhadap Bank Syariah Swasta lainnya agar daya saingnya merata.
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